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DISHUB KUDUS HABISKAN Rp280 JUTA  
UNTUK MOTOR BARU PENGAWAL BUPATI 

 

 
 

Sumber Gambar :  
Intip Mobil Dinas Baru TNI AD: Mitsubishi Xpander hingga Toyota Land Cruiser (detik.com) 

 

Isi Berita: 

 

Kudus (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 

menggelontorkan dana sebesar Rp402 juta untuk pengadaan 10 unit kendaraan 

operasional tim patroli pengawal (patwal) bupati karena sebelumnya masih menggunakan 

kendaraan pribadi. 

 

"Kami melihat petugas di lapangan, khususnya personel patwal masih banyak yang 

menggunakan kendaraan pribadi dalam bertugas sehingga perlu kendaraan operasional," 

kata Bupati Kudus Hartopo ditemui usai penyerahan kendaraan operasional tim patwal di 

halaman Kantor Dishub Kudus, Rabu. 

 

Untuk itulah, kata dia, diusulkan agar dilakukan pengadaan kendaraan dinas karena 

operasional yang bisa ditanggung harus kendaraan dinas. 

Dengan adanya kendaraan dinas yang baru, dia berharap kinerja mereka semakin 

meningkat. 

 

Sesuai dengan aturan, kata Kepala Dinas Perhubungan Kudus Catur Sulistiyanto, 

kendaraan yang berhak mendapatkan biaya operasional dan perawatan merupakan 

kendaraan berpelat merah. 
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"Hal ini yang menjadi perhatian kami karena selama ini teman-teman masih banyak yang 

menggunakan kendaraan pribadi dengan operasional di luar tanggung jawab dinas," 

ujarnya. 

Dengan adanya pengadaan kendaraan dinas tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk 

meringankan biaya operasional dan perawatan kendaraan. 

 

Ia mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan kendaraan dinas senilai Rp402 juta itu 

bersumber dari anggaran APBD 2022. 

 

Anggaran sebesar itu, kata dia, untuk pengadaan 9 unit motor dengan dapur pacu 150 cc 

dan satu kendaraan dengan dapur pacu 250 cc. 

 

"Masing-masing petugas yang mendapatkan kendaraan dinas, wajib merawatnya dengan 

baik sehingga ketiga bertugas di lapangan tidak ada permasalahan," ujarnya. 

 

Sumber Berita : 

1. Dishub Kudus Beli Sepuluh Vixion Baru untuk Pengawalan Bupati | MURIANEWS, 

tanggal 6 Juli 2022 

2. Dishub Kudus beli 10 unit kendaraan pengawal bupati - ANTARA Jateng 

(antaranews.com), tanggal 6 Juli 2022 

3. Dishub Kudus Beli 10 Unit Motor Pengawal Bupati Senilai Rp402 Juta – 

ISKNEWS.COM, tanggal 6 Juli 2022 

4. Mantap! Pemkab Kudus Habiskan Rp402 Juta untuk Beli 10 Motor Patwal - 

Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, tanggal 6 Juli 2022 

5. Wow! Kudus Beli 10 Kendaraan Pengawal Bupati, Harganya Rp402 - GenPI.co 

JATENG, tanggal 6 Juli 2022 

6. Dishub Kudus Habiskan Rp 280 Juta untuk Motor Baru Pengawal Bupati | 

MURIANEWS, tanggal 6 Juli 2022 

 

Catatan : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Pasal 55  

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:  

a) belanja operasi; 

b) belanja modal; 

c) belanja tidak terduga; dan 
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d) belanja transfer 

2) Ayat (3) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

b. Pasal 64  

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 

2) Ayat (4) menyatakan bahwa Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset 

siap digunakan. 

c. Pasal 65 huruf b menyatakan bahwa belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk 

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, 

alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan 

masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Modal huruf d angka 

2)  menyatakan bahwa Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan 

peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, 

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


